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PUTUSAN
Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Sdw
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 21 April 1977,
agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, Pendidikan
Diploma Ill, tempat kediaman di Desa Sekolaq Joleq
Rt.06, Kec. Sekolag Darat, Kab. Kutai Barat sebagai
Penggugat,

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 17 Juni 1975,
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan
Diploma Ill, tempat kediaman di Desa Sekolaqg Joleq
Rt.06, Kec. Sekolag Darat, Kab. Kutai Barat sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat
bukti di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 02 November
2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Sdw,
tanggal 02 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah
pada tanggal 30 April 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
272/64/1V/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Geneng, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, tanggal 23 Oktober 2020;
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2.Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
Orang tua Penggugat di desa Guyung, Kecamatan Geneng, Kabupaten
Ngawi selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di
Desa Tambak Sari, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto selama 8 bulan,
lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Sekolaq Joleq, Kutai Barat;
3.Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul dengan layaknya suami isteri
dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama:

a. XXXXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun;

b,  XXXXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun;

C. XXXXXXXXXXXXXX umur ,3 tahun.

;Ketiganya berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat
4. Bahwa, dari semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
rukun atau tidak harmonis dan pada tahun 2016 terjadi perselisihan dan
pertengkaran dikarenakan:

a. Tergugat yang tidak pernah punya inisiatif untuk memberi nafkah

kepada keluarga;

b. Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan seperti bodoh;
5.Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 20
Oktober tahun 2020 dikarenakan Tergugat cemburu karena Penggugat
sedang menangani pasien bekam dan Tergugat menarik Penggugat keluar
rumah dan untuk menghindari pertengkaran, Penggugat tinggal sementara
di rumah saudara Penggugat di Sumber Sari;
6.Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7.Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan
terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat

dengan Tergugat.
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Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili,
memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(XOOXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum

yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi
dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 10 November
2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban
secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran, Penggugat dab Tergugat masih rukun dan harmonis;

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah namun
Tergugat memberi nafkah sesuai dengan kemampuan tergugat;

- Bahwa pernah mengatakan bodoh, namun hanya saat terjadi
pertengkaran;

- Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2020 terjadi pertengkaran
hebat, namun penyebabnya Tergugat dituduh menghamburkan tanaman

hias;
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- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020 Penggugat pergi ke sumber
sari tempat saudara Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah sebanyak 2 kali mengajak Penggugat
untuk pulang ke rumah bersama namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan, namun tidak
berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat untuk
bercerai, karena masih mencintai Penggugat;
Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan
replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar tergugat bekerja namun hanya untuk keperluan
Tergugat sendiri dan alasan untuk memberi jajan anak-anak;
- Bahwa benar Tergugat datang menjemput namun dengan
meminta sertifikat tanah dan rumah bersama, tidak untuk mengajak
rukun kembali;
Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan
bukti berupa:
A.

Surat:

Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Geneng, Kabupaten Ngawi nomor B-662/Kua.13.15.03/pw.01/X/2020
tanggal 23 Oktober 2020, telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya,
Bukti P.;
B.
Saksi:
1. XXXXXXXXXXXXXX umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di RT.6, Kampung Sekoleq Joleq,

Kecamatan Sekolag Darat, Kabupaten Kutai Barat di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah
tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar dengan suara keras pada malam hari dan pada pagi
harinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran namun
saksi mendengar kata cerai dalam pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sudah 2 minggu Penggugat tidak
bertempat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Penggugat kalau
Penggugat pergi karena sudah tidak tahan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun
tidak berhasil,
2. XXXXXXXXXXXXXX umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan
Petani, tempat kediaman di RT.06, Kampung Sekoleq Joleq, Kecamatan
Sekolag Darat, Kabupaten Kutai Barat di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah
tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai
sejak satu bulan lalu;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan cerita dari Penggugat kalau
penyebabnya karena Tergugat tidak berkerja sehingga tidak
menafkahi anak dan istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil;
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Bahwa untuk membuktikan dalil-dalii bantahan, Tergugat telah
mengajukan saksi:
1. XXXXXXXXXXXXXX umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Reformasi, RT.15, Kelurahan
Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
saudara kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi baru mengetahui sekitar 2 hari yang lalu kalau
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan dalam
proses sidang perceraian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat namun saksi belum
menasehati Penggugat;
2. XXXXXXXXXXXXXX umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di RT.15, Kelurahan Barong Tongkok,
Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
saudara kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi baru mengetahui sekitar 2 hari yang lalu kalau
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan dalam
proses sidang perceraian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat namun saksi belum
menasehati Penggugat;
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Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan

kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang
dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara
a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan
Tergugat pada tanggal 30 April 2002, sebagaimana foto kopi akta nikah Nomor
272/64/1v/2002 tanggal 30 April 2002, dan perkawinan tersebut hingga saat ini
belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing
untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua
belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para
pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun
2016, namun berdasarkan laporan mediator Nova Choiruddin Mahardika,
S.H.l., Mediator hakim Pengadilan Agama Sendawar tertanggal 10 Nopember
2020, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawab menjawab penggugat dan
tergugat dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok dalam permasalahan
adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat
secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi hingga menyebabkan sudah
tidak ada hubungan layaknya suami istri antara penggugat dan tergugat sejak 1

bulan yang lalu sampai sekarang;
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Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut, maka dasar hukum yang
diajukan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebagaimana
diatur dalam pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak
ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan
mengakui tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat secara terus menerus hingga sudah tidak ada
hubungan layaknya suami istri selama 1 bulan, tidak berarti dengan serta merta
gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi
ketentuan Pasal 311 Rbg dan Pasal 1923 KUHPerdata, karena pengakuan
yang mempunyai kekuatan bukti mengikat dan sempurna hanyalah
pengakuan mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaan bebas
seseorang Yyaitu pengakuan mengenai hak-hak perdata dalam bidang
kekayaan dan tidak tersangkut dengan kepentingan pihak ketiga (Vide Prof.
R. Subekti, SH, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, tahun 1978,
hal. 51-52; di mana buku tersebut oleh Mahkamah Agung RI ditunjuk sebagai
buku yang harus dipedomani dalam segala sesuatu mengenai macam-macam
alat bukti dan kekuatannya dalam hukum). Dalam perkara perceraian di
mana ia termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) dan
bukan termasuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), maka
sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara
perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau
adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan
besar (de grote leugen) ex. Pasal 208 BW, oleh karenanya pengakuan harus
didukung dengan alat bukti lainnya. Demikian pula sebaliknya meskipun
Tergugat membantah tentang alasan yang menyebabkan timbulnya
perselisinan tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti harus
tidak diterima dan atau ditolak karena doktrin yang diterapkan dalam perkara
perceraian bukanlah matrimonial guilt akan tetapi broken marriage;
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Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah
oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg kepada Penggugat
dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan daliinya masing-masing
dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. serta 2 (dua) orang saksi masing-
masing bernama: XXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi surat keterangan, yang
dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan
fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut dilampiri oleh foto
kopi akta nikah yang telah dilegalisir oleh pihak terkait maka alat bukti tersebut
mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285
Rbg Jo. Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai
alat bukti yang sah dalam perkara ini

Menimbang, berdasarkan pertimbangan alat bukti surat tersebut diatas
maka Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai
pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah antara
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam
sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan
untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi
untuk didengar keterangannya dalam persidangan tentang adanya
ketidakharmonisan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang
berasal dari keluarga/orang dekatnya, kedua saksi tersebut tidak terhalang
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secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah
sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak menafkahi
tergugat dan anak-anak, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah
pisah tempat tinggal kurang lebih 2 minggu, dan sejak itu diantara mereka tidak
pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya
suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi
Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung
dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya,
saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka
berdasarkan Pasal 308 Rbg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan
materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti
yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang
saksi yang bernama Suwarno bin Robi’i dab Moh. Jafar bin Robi’i;

Menimbang, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal
dari keluarga/orang dekatnya, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara
hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah
sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan antara Penggugat
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dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 minggu, dan sejak
itu diantara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi
sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha
mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat
serta memeriksa alat bukti dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai
berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
yang sah, (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak 3 orang;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi,
diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi
pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang
berlangsung selama kurang lebih 1 bulan;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat
tidak pernah saling mengunjungi demi keutuhan dan keharmonisan rumah
tangga;

- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-
sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan
Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar
dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan
dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan  suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat
hidup rukun sebagai suamiistri dan pengadilan telah berusaha dan
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam
pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi  Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu
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adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara
suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai
talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus;

1. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak
ada harapan untuk kembali rukun;

2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat
dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan
Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan
masalah ekonomi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur pertama
tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari
perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan
Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 1 bulan, antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri dan telah
diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali
rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua
juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan
sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi
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sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak
berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat
ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah
menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur
terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan
seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
yurisprudensi  Mahakamah Agung RI Nomor 379 KIAG/1995 tanggal
26 Maret 1997 vyang  abstraksi hukumnya  menyatakan apabila
suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah
tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan
rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang
diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan
menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah
satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat
pakar Hukum Islam dalam kitab “Madza Hurriyyatuz Zaujaeni  Fii
Athalaq” yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam
memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian
ketika rumah tangga sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak
bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang
(tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah
satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah
suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap
dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan
mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat
melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena
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itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih
baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan
pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “Figh Sunnah” Juz I
halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang

berbunyi:
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Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan

suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap

mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak

tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan

lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri
tersebut.”

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, yang berkehendak untuk
bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan
Tergugat sudah pernah bercerai dan rujuk dengan menikah kembali, maka
sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang
dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum
angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain
sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang
Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syar’i yang berkaitan dalam perkara ini;
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MENGADILI:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX)
terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Annys
Ahmadi, S.H.l., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.
dan Khoiro Aulit Taufigo, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I. Annys Ahmadi, S.H.l., M.H.
Hakim Anggota,

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H.
Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. Proses Rp50.000,00
3. Panggilan Rp450.000,00
4. PNBP Rp.20.000,00
5. Redaksi Rp10.000,00
6. Meterai Rp6.000,00
Jumlah Rp566.000,00
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(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah )
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